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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN UMUM PtrNYELENGGARAA]\ RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

C.

iViengingai : 1.

l_
D.

BUPATI KARO,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 peraturan Daerah
Nomor 06 Tahun 2073 tentang Retribusi pengendalian
Menara Telekomunikasi ditegaskan bahwa Retribusi
Pengendalian Menara Terekomunikasi adalah golongan
retribusi Jasa umum, sehingga perlu diatur pedoman umum
penyelenggaraannya;
bah-wa berdasarkan peraturan Bupati Noriror 30 Tairun 2ai2
lelah ditetapkan pedoman Umum penyelenggaraan Retribusi
Daerah dan untuk menindaklanjuti t<etentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu- dilakukan perubahan atas
Peraturan Bupati dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b pertu menitapkan peraturan
lupati tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 30Tahun 2012 tentang pedoman Umum penyelenggaraan
Retribusi Daerah;

unciang-unciang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun zoas
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2ao4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oa4 Nomor s, Tamba-han Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
undang-undang Nomor 1s rahun 2oa4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangai
Negara (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun zao+
Nomor 66);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor aa3$;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pqiak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2OA9 Nomor l_a0);
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6. Undang - Undang ...



6. undang-undang Nomor 12 Tahun 2ol1 tentangPembentukan peraturan perundang-undangan (LembaranNegara Repubrik Indonesia Tahun 2a11 Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5234) sebagaimana teiah diubah dengan undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2aLg tentang perubahan atas undang--undang Nomor 12 Tahun 2o1r tentang pembentukan
Peraturan perundang-undangan (Lemiaran rv.g"i"
Repubiik Inrionesia Tahun 2aB Nomor 183, Tambalan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 639g);7. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesii
Tahun 2014 Nomor 2+4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ssgT) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2o2o tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o2o Nomor 24s, Tarnoahan Lembaran

^ Negara Republik Indonesia Nomor 65Z3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2o1o tentang Tata

cara Pemberian dan pemaniaatan Inseniif pajak oaerih dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
?ahun 2arc Nomor 119, Tambahan Limbaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor Si61);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zotz tentangPedoman pembinaan dan pengawasan penyerenggr...i
Pemerintah Daerah (LemLraran Negara Repubiit< mEonesia
Tahun 2017 Nomor 73);

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republif,
Indonesia ?ahun 2olg Nomor 42, Tambahin Lembaran
l.iegara Republik indonesia Nomor 6322i;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6tentang Pedoman pengeloraan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zatl
tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik indonesii Tahun
2ALt Nomor 310);

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2ols
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20i5 iriomor 2a\6i sebagaimLna
telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam wegeri Nomor
120 Tahun 2a18 tentang perubahan atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun zols tentang pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara nepuutit< Indonesia
Tahun 2019 Nomor LSTI;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor o4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2a12 Nornor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor 01);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2or2
tentang Retritrusi Jasa usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2aD Nomor a2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor O2);

15. Peraturan ...



l5.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

16.Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2o13 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);

lT.Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2Arc tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05);

l8.Peraturan Bupati Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2Ol2 Nomor 05);

l9.Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2An tentang
Felaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 06);

2o.Peraturan Bupati Karo Nomor A7 Tahun 2Ai2 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06
Tahun 2al2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu {Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2072 Nomor 07);

2r.Peraturan Bupati Kara Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Penyeienggaraan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2O7Z Nomor 30);

22.Peraturan Bupati Karo Nomor 285 Tahun 2or3 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06
Tahun 2013 tentang Retribusi pengendarian Menara
Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Karo ?ahun 2arc
Noinor 25);

23.Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Keda Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 35);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2OT2 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Petaturan Bupati Nomor 30 Tahun 2Ol2 tentang pedoman
Umum Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun2ol2 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pedoman umum penyelenggaraan Retribusi Daerah yang diatur dalam peraturan
Bupati ini adalah sebagai berikut:

(1) Retribusi Jasa Umum yang meliputi:
a. Retribusi Peiayanan Kesehatal;
b. Retribu si Pelayanan persam pahan / Kebersihan ;c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;

d. Retribusi ...



d. Retribusi Peiayanan pemakaman;
e. Retribusi Peiayanan parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus;
i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

{?} Retribusi Jasa Usaha yang meliputi:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Terminai;
c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
f. Retribusi Tempat Pelelangan; dan
g. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

(3i Retribusi Perrzinan Tertentu -yang meliputi:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan; dan
d. Retribusi Izin Trayek.

Pasal II

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Kabanjahe
3o Daga\sev ?4P

neili eHMANA

Diundangkan
pada tanggal

SEKRETARIS

KAMPER

di Kabanjahe
30 ggeaqgoa- ?1'

ATEN KARO,

iN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2A2O NOMOR f5


